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Waket Komisi II DPRD Kalsel Soroti Aset Bangunan Dan Listrik Di PBAPL 

Kotabaru 

 

  
Sumber gambar: 

https://www.beritabanjarmasin.com/2023/08/waket-komisi-ii-dprd-kalsel-soroti-aset.html 

 

Komisi II DPRD Kalsel menyoroti sejumlah fasilitas yang ada di UPTD Perikanan 

Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kotabaru. Mulai dari masalah listrik hingga 

sebagian bangunan yang sudah mulai lapuk. 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, 

berbagai fasilitas menjadi perhatian serius. Yang mana, masih ada terdapat bangunan 

yang dikatakan kurang memadai dalam pelaksanaan pembibitan benih ikan di UPTD 

milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel tersebut. 

"Kondisinya memang sudah memprihatinkan. Lihat saja atapnya yang sudah 

mulai bolong semua dan kami juga menemukan alat filterisasi air laut juga sudah terbilang 

lama sehingga perlu diganti yang baru. Terlebih, apabila ini tidak disegerakan maka 

berpengaruh besar terhadap pengembangan pembibitan ikan disini," ujarnya, usai 

meninjau sejumlah lokasi bangunan di UPTD BPBAPL Kotabaru dalam kunjungan 

kerjanya. 

Paman Yani saat memantau aktivitas produksi pembibitan ikan dan bangunan 

sudah banyak yang lapuk. Terlebih, ia menyebutkan, persoalan belum diserahkannya aset 

juga menjadi alasan belum dapat dimaksimalkannya perbaikan. 

“Sebenarnya kita sudah urus itu, mulai dari tahun 2019 hingga sekarang ini. 

Bahkan, Sekdakab hingga dinas kelautan dan perikanan dari Pemkab Kotabarunya akan 

tetapi belum juga memberikan respon. Namun demikian, aset tetap menjadi perhatian 

kami termasuk sarana prasarananya bahkan tempat penangkaran pembibitan juga tak 

dapat digunakan karena atapnya yang bolong,” bebernya. 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               2 

 

Sampai sekarang, kata Paman Yani (sapaan akrab), belum ada serah terima aset 

antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Kalsel. 

“Kondisi balai juga ada beberapa yang memprihatinkan. Mau kita ganti tetapi 

susah karena sampai saat ini belum ada penyerahan aset ke Pemprov Kalsel,” ungkap 

legislator dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru yang 

membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalsel. 

Tak sampai disitu, ia juga mengharapkan, agar PT PLN Kalselteng juga dapat 

memberikan perhatian yang sama kepada wilayah terujung kepulauan di Kabupaten 

Kotabaru. 

“Kita tahu kalau ini adalah diujung pulau. Persoalan listrik juga kadang nyala 

kadang padam. Tentu, kami berharap untuk memperhatikan daerah ini karena rencananya 

bakal ada dibangun industri besar yakni pelabuhan besar skala regional kalimantan yang 

bisa saja nanti diatasi. Meski begitu, nantinya juga akan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan balai ini,” paparnya. 

Terkait penangkaran bawal bintang, ia berpesan, Balai PBAPL Kotabaru harus 

benar-benar serius dalam pengawasan agar tak terjadi lagi pencurian dari bibit ikan 

tersebut. 

“Tetapi Kepala BPBAPL sudah mengkondisikan supaya ada indukan baru. 

Treatmennya pun juga tidak mudah sehingga perlu ekstra, di mana bibitnya itu asli dari 

Taiwan. Nah, soal pencurian sudah diatasi bersama dengan Pemdes dan Polsek setempat,” 

jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Balai PBAPL Kotabaru, Akhmad Baihaki, menyebut, 

alasan terjadinya pencurian ikan (bawal bintang) memang saat ini kondisi rumah jaga 

yang dimiliki kondisinya juga tak layak ditinggali. Sehingga, perlu mendapatkan 

perhatian serius. 

“Petugas di sana juga kesusahan. Sehingga, kondisi ini yang dimanfaatkan orang 

yang tak bertanggungjawab untuk melakukan itu dan jangka panjangnya kami juga sudah 

bekerjasama dengan kepolisian ditambah lagi masalah itu sudah selesai. Selanjutnya, 

kami akan memperbaiki fasilitas rumah jaga dipenangkaran,” tuturnya. 

Diakuinya, kondisi listrik di daerahnya memang sering padam. Apalagi, 

datangnya hujan deras hingga cuaca ekstrim sering menjadi kekhwatiran mereka dalam 

menjalankan tugas. Terlebih, juga mempengaruhi kondisi keberlangsungan bibit ikan. 

“Itu sangat mengganggu kegiatan pembudidaya. Kita ketahui, listrik sangat 

berpengaruh besar terhadap aktivitas produksi di sini,” jelasnya. 
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Dia turut berterima kasih atas kunjungan yang dilaksanakan. Terlebih, ini menjadi 

momen perhatian dalam mendorong sektor ekonomi melalui pengembangan pembibitan 

perikanan di kepulauan Kabupaten Kotabaru. 

“Kami sangat senang sekali karena Paman Yani mau melihat langsung kondisi 

balai di sini. Berharap juga, beliau bisa membantu tadi sempat melihat bagaimana sarana 

prasarananya. Karena selama kurang lebih 20 tahun kita hanya bisa melakukan 

pemeliharaan rutin dan untuk rehab bangunan kami tak lakukan hal itu disebabkan belum 

adanya penyerahan aset,” tukasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.beritabanjarmasin.com/2023/08/waket-komisi-ii-dprd-kalsel-soroti-

aset.html, 28 Agustus 2023.  

2. https://tanahbumbu.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-2997039070/paman-yani-soroti-

aset-bangunan-dan-listrik-di-pbapl-kotabaru, 25 Agustus 2023.  

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

 Pasal 1  

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan 

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 
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5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan 

kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 Pasal 14 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain 

melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat 

tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara 

Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" 

antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong 

yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara 

lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, 

dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara. 

 

 Pasal 19 ayat (2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 

dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik 

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / 

Walikota. 

 

 

 


